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Abstract: Limited Liability Company is a legal entity. A Limited Liability Company legally is a legal entity or a pseudo-human who as a consequence has the right to own property, take legal action and be responsible for such actions. Established based on agreement. The agreement in this context is an agreement between the founders. Must consist of at least two shareholders. But not all legal systems in the world adhere to this agreement theory. There are also countries whose laws allow the establishment of a Limited Liability Company with a single shareholder. Limited Liability Company runs a certain business. A Limited Liability Company was established with specific aims and objectives as stated in its Articles of Association. In principle, a Limited Liability Company is established to implement one or several business fields. The purpose and purpose of establishing a Limited Liability Company is to do business in certain business fields. Capital divided into shares. Limited Liability Company capital deposited by the founders or their shareholders is stored in the form of shares. The establishment of a Limited Liability Company must meet the requirements of the Law. It can only be considered as a legal entity that takes legal actions if the establishment and all legal actions taken by the company are in accordance with the Law and implementing regulations.
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Abstrak: Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum. Sebuah Perseroan Terbatas secara hukum adalah suatu badan hukum atau manusia semu yang sebagai konsekuensi yuridis berhak untuk memiliki harta kekayaan sendiri, melakukan tindakan hukum dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian dalam konteks ini adalah perjanjian antara para pendirinya. Harus terdiri dari minimal dua orang pemegang saham. Namun tidak semua sistem hukum di dunia menganut teori perjanjian ini. Ada juga negara-negara yang hukumnya memperkenankan berdirinya Perseroan Terbatas dengan pemegang saham tunggal. Perseroan Terbatas menjalankan suatu usaha tertentu. Suatu Perseroan Terbatas didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasarnya. Pada prinsipnya suatu Perseroan Terbatas didirikan untuk melaksanakan satu atau beberapa bidang bisnis. Tujuan dan maksud didirikannya Perseroan Terbatas adalah untuk berbisnis di bidang-bidang bisnis tertentu. Modal yang terbagi dalam saham-saham. Modal Perseroan Terbatas yang disetor oleh para pendiri atau pemegang sahamnya disimpan dalam bentuk saham. Pendirian Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan Undang-undang. Hanya dapat dianggap sebagai badan hukum yang melakukan tindakan hukum yang sah apabila pendirian serta segala tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut sesuai dengan Undang-undang dan peraturan pelaksananya.
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A. Pendahuluan

Prinsip tanggung jawab terbatas dan kemudahan untuk melakukan pengalihan kepemilikan perusahaan adalah beberapa faktor yang menyebabkan Perseroan Terbatas menjadi bentuk badan usaha yang digemari oleh pelaku bisnis di Indonesia saat ini. Bentuk badan usaha ini juga hadir di negara-negara lain seperti: Malaysia menyebutnya dengan Sendirian Berhad (SDN BHD), Singapura menyebutnya dengan Proprietary Limited (Pty Ltd), di Jepang disebut dengan Kabushiki Kaisha, Inggris menyebutnya dengan Registered Companies, Belanda menyebutnya dengan Naamloze Vennootschap, dan di Perancis disebut dengan Societe a Responsabilite Lind-tee (SARL) (Munir Fuady, 2003). Bila diuraikan secara gramatikal, istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata Perseroan yang mengacu pada modal yang berbentuk saham dan kata Terbatas yang mengacu pada sistem pertanggungjawaban yang digunakan oleh badan usaha tersebut. Menggabungkan arti kedua kata tersebut, Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang modalnya (equity) terdiri dari saham-saham yang mengggunakan prinsip tanggung jawab terbatas bagi para pemegang sahamnya.

Akan tetapi, definisi Perseroan Terbatas yang sebenarnya tidaklah sesederhana itu. Hal ini tercermin dari banyaknya definisi yang diberikan oleh para ahli hukum, seperti: 1)  Perseroan Terbatas adalah suatu manusia semu (artificial person) atau badan hukum (legal entity) yang diciptakan oleh hukum, yang dapat saja, sesuai hukum setempat, bisa hanya terdiri dari satu orang anggota beserta para ahli warisnya. Tetapi badan ini lebih lazim terdiri dari sekelompok individu sebagai anggota, yang oleh hukum, badan hukum tersebut dipandang terpisah dari para anggotanya. Keberadaannya tetap eksis terlepas dari pergantian anggota-anggotanya. Badan hukum ini dapat berdiri untuk waktu tidak terbatas, atau berdiri untuk jangka waktu tertentu, dapat melakukan kegiatan sendiri untuk kepentingan bersama dari anggota, kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku; 2) Perseroan Terbatas adalah suatu manusia semu yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari, baik satu anggota, bila hukum setempat mengizinkan, yakni yang disebut sebagai perusahaan satu orang (corporation sole), maupun yang terdiri dari beberapa orang anggota, yakni yang disebut dengan perusahaan banyak orang (corporation aggregate); 3) Perseroan Terbatas adalah suatu badan intelektual yang diciptakan oleh hukum, yang terdiri dari beberapa orang individu yang bernaung di bawah satu nama bersama dimana Perseroan Terbatas tersebut sebagai badan intelektual tetap sama dan eksis meskipun anggotanya dapat berubah-ubah; dan 4) Perseroan Terbatas adalah sebuah asosiasi pemegang saham atau bahkan satu pemegang saham yang diciptakan oleh hukum dan diperlakukan sebagai manusia semu oleh pengadilan; merupakan badan hukum dan oleh karenanya sama sekali terpisah dari orang-orang yang mendirikannya; memiliki kapasitas untuk bereksistensi terus-menerus; dan sebagai badan hukum berhak untuk menerima, memegang dan mengalihkan harta kekayaannya, menggugat atau digugat, dan dapat melaksanakan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diperkenankan oleh hukum yang berlaku (Steven H Giffis, 1984).

B. Metodologi Penelitian
Untuk melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi bahan-bahan atau data yang konkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif.
C. Hasli dan Pembahasam

Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia sekarang ini merupakan bentuk-bentuk usaha peninggalan pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa diantara bentuk-bentuk usaha tersebut memang sudah ada yang diganti namanya ke dalam bahasa Indonesia. Namun, masih ada juga yang tetap mempergunakan nama aslinya dalam bahasa Belanda, seperti Maatschap, Firma yang disingkat Fa dan Commanditaire Vennootschap yang disingkat CV (H.M.N. Purwosujipto, 2005). Salah satu bentuk usaha yang namanya telah diganti ke dalam bahasa Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang berasal dari bentuk usaha Naamloze Vennootschap atau NV. Orang Belanda mengatakan bahwa orang tidak akan mengenal Perseroan Terbatas bila tidak mengenal CV. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Indonesia mengenal Perseroan Terbatas karena adanya NV yang lahir dari Verenigging Oost Indische Compagnie atau VOC (Rudhy Prasetya, 2004).

Adanya perubahan nama Naamloze Vennootschap menjadi Perseroan Terbatas dikarenakan istilah NV dianggap kurang mencerminkan isi dan sifat perseroan secara tepat. Bila kita artikan, maka NV berarti persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan seperti firma, melainkan mempergunakan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab pemilik saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Dengan demikian istilah Perseroan Terbatas dianggap lebih akurat daripada istilah NV (Rachmadi Usman, 2004). Pengaturan pertama kali mengenai Perseroan Terbatas dapat kita jumpai di dalam Wetboek Van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam pengaturannya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tidak disebutkan secara eksplisit bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum.

Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan kebutuhan masyarakat akan pengaturan hukum yang lebih jelas mengenai Perseroan Terbatas akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Berbeda dengan pengaturan sebelumnya di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, di dalam UUPT disebutkan dengan jelas mengenai status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUPT yang berbunyi: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Adanya pengaturan di dalam UUPT tersebut, maka sistem hukum Indonesia dengan tegas telah menetapkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (legal entity) dan karenanya dapat dianggap sebagai "Manusia", sehingga merupakan suatu Subjek Hukum Mandiri. Arti mandiri dari Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan demikian, bila ada tindakantindakan yang mengikat pihak ketiga, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan pihak ketiga dengan Perseroan Terbatas yang wujudnya khas rechtspersoon, artinya dianggap sebagai manusia walaupun tidak memiliki tangan dan kaki (Bryan A Garner, 1999).
Dari kacamata hukum, beragam bentuk usaha yang ada dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti Maatschap, Firma, CV, dan usaha perseorangan lainnya. Menjadi perbedaan mendasar dari kedua kelompok bentuk usaha tersebut adalah letak tanggung jawab hukumnya. Pada bentuk usaha yang tidak berbentuk badan hukum, letak tanggung jawab hukum berada di badan usaha dan pemilik badan usaha tersebut. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antara tanggung jawab perseroan dengan tanggung jawab pribadi dari pemilik usaha (Ridwan Khairandy, 2006). Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemisahan harta kekayaan perseroan dengan harta kekayaan pribadi pemilik usaha, sehingga apabila akibat tindakan badan usaha tersebut timbul kerugian bagi pihak ketiga maka pihak ketiga yang bersangkutan dapat meminta pemilik badan usaha untuk bertanggung jawab secara pribadi, termasuk meminta agar harta pribadi pemilik badan usaha untuk disita dan dilelang. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa harta benda seseorang dapat menjadi tanggungan dari hutang-hutangnya.
Sedangkan tanggung jawab hukum dari suatu bentuk usaha berbentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas terletak pada badan usaha tersebut. Hal ini disebabkan adanya pemisahan kekayaan badan usaha dengan kekayaan pribadi pemiliknya, sehingga bila ada pihak ketiga yang menderita kerugian akibat kegiatannya dengan badan usaha tersebut, maka pihak ketiga yang bersangkutan hanya dapat menuntut tanggung jawab dari harta kekayaan badan usaha. Pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat menuntut pemilik badan usaha untuk bertanggung jawab secara pribadi.
Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum perusahaan yang dikenal di dalam dunia hukum antara lain sebagai berikut: 1) Teori Fiksi (Fiction Theory) Atau biasa disebut dengan Teori Kesatuan Semu (Artificial Entity Theory). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah ciptaan dan khayalan sehingga perusahaan hanya ada dan dianggap ada karena manusia sehingga badan hukum perusahaan hanyalah mahluk yang diciptakan oleh hukum (Munir Fuady, 2002); 2) Teori Individualisme. Menurut teori ini, hanya manusia yang dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum; 3) Teori Simbolis Menurut teori ini, perusahaan hanya dianggap nama kolektif dari para pemegang sahamnya dan perusahaan hanyalah kumpulan, atau simbol, atau kurungan bagi pemegang sahamnya. Jadi, perusahaan adalah kumpulan dari para pemegang sahamnya, namun tidak terpisah dari mereka; 4) Teori Realistis Teori ini sering juga disebut sebagai Teori Organ. Teori ini menganggap keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan seperti yang diajarkan oleh Teori Fiksi namun benar-benar ada dalam kehidupan hukum (realistis). Teori ini sangat berkembang di Jerman, dengan pelopornya Otto Von Gierke (1841-1921). Teori ini secara sangat kuat mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang terpisah dari para anggotanya. Oleh sebab itu, dalam penerapan teori ini sangatlah sulit untuk mengakui eksistensi teori Piercing the Corporate Veil. Namun di lain pihak, teori ini juga memiliki kesulitan dalam menjawab pertanyaan mengenai eksistensi perusahaan yang hanya memiliki satu pemegang saham, karena sulit untuk dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki kepribadian tersendiri yang berbeda dengan pemegang sahamnya; 5) Teori Ciptaan Sendiri Sering disebut sebagai Teori Autopoietic, teori ini memiliki aliran yang hampir sama dengan Teori Realistis dimana perusahaan hanyalah merupakan bentuk yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan; 6) Teori Kesatuan Bisnis (Enterprise Entity Theory) Teori ini banyak dianut oleh kalangan para ekonom, dimana teori ini mengajarkan bahwa perusahaan merupakan suatu badan hukum yang harus dilihat dari kenyataannya dalam bisnis. Karena itu, para penganut teori ini segan untuk menyatakan perusahaan trustee atau perusahaan yang disimpan untuk dijual (shelf company)-nya sebagai badan hukum karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kegiatan bisnis yang jelas; dan 7) Teori Kontrak Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Dengan demikian hukum perusahaan yang bersifat memaksa tidak dapat dibenarkan karena mencampuri kebebasan berkontrak dari para pemegang saham perusahaan tersebut. UUPT secara tegas mengakui teori ini dengan adanya peraturan yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Tetapi di lain pihak, UUPT juga memuat aturan- aturan hukum yang memaksa sehingga dapat disimpulkan bahwa teori ini tidak diadopsi secara penuh oleh UUPT.
Pasal 1 ayat (1) UUPT telah dengan jelas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, terdiri dari saham-saham dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tercantum di dalam UUPT. Dari Pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa apabila Perseroan Terbatas tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam UUPT, maka perseroan tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah badan hukum yang sah. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memiliki prinsip tanggung jawab terbatas dengan adanya pemisahan harta kekayaan antara kekayaan Perseroan Terbatas dan kekayaan pribadi pemiliknya. Sesuai dengan konsep tersebut maka bila status badan hukum suatu Perseroan Terbatas dihapuskan atau Perseroan Terbatas belum menjadi sebuah badan hukum maka belum ada pemisahan kekayaan perseroan dengan kekayaan pribadi pemilik sehingga setiap perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga juga mengikat pemilik perseroan tersebut.

Pembuat undang-undang memahami betul konsep yang dijabarkan di atas sehingga dalam UUPT tercantum beberapa hal yang dapat menghapuskan prinsip pemisahan kekayaan pada Perseroan Terbatas. Beberapa hal tersebut di antaranya adalah: 1) Perseroan Terbatas belum memperoleh status badan hukum bila Akta Pendiriannya belum disahkan oleh Menteri. Bila sebelum disahkan para pendiri perseroan telah melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Perseroan Terbatas maka perbuatan hukum tersebut harus diakui secara tegas diterima, disetujui dan diambil alih hak dan kewajibannya oleh perseroan. Jika perbuatan hukum itu tidak diterima, dikukuhkan dan diambil alih oleh perseroan maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebutlah yang akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul (Pasal 7 ayat (6) jo Pasal 11 UUPT); 2) Bila setelah perseroan disahkan, pemegang sahamnya menjadi kurang dari dua orang, dan dalam waktu enam bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham belum mengalihkan sahamnya kepada orang lain, maka pemegang saham tersebut bertanggung jawab pribadi atas seluruh perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas (Pasal 7 ayat (3) jo (4) UUPT); 3) Perseroan Terbatas akan kehilangan statusnya sebagai badan hukum apabila Perseroan Terbatas bubar, baik karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, maupun karena Penetapan Pengadilan. Setelah perseroan tersebut bubar maka perseroan tidak berhak lagi untuk melakukan perbuatan hukum apapun kecuali untuk kepentingan pemberesan harta kekayaannya (Pasal 114 jo Pasal 116 UUPT); 4) Bila penyetoran modal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka perbuatan hukum yang dilakukan perseroan tidak menjadi tanggung jawab perseroan melainkan menjadi tanggung jawab pemegang saham (Pasal 10 UUPT); dan 5) Pemberlakuan prinsip Piercing the Corporate Veil terhadap pemegang saham. Prinsip ini dapat diberlakukan apabila pemegang saham yang bersangkutan menggunakan perseroan atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, atau persyaratan perseroan sebagai badan hukum tidak atau belum terpenuhi, atau pemegang saham yang bersangkutan terlibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan (Pasal 3 UUPT).
D. Penutup

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum dianggap sebagai sebuah Subjek Hukum Mandiri yang berarti Perseroan Terbatas memiliki identitas yang berbeda dengan pemiliknya. Akibatnya adalah setiap perikatan atau tindakan Perseroan Terbatas dengan pihak ketiga hanya mengikat Perseroan Terbatas tanpa melibatkan pemiliknya. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, apabila Perseroan Terbatas tidak berbentuk badan hukum maka Perseroan Terbatas akan kehilangan statusnya sebagai Subjek Hukum Mandiri. Dalam hal ini, terhadap Perseroan Terbatas dan pemiliknya tidak diberlakukan pemisahan harta kekayaan. Dengan demikian, pertanyaan yang wajar dari konsekuensi tersebut adalah apakah sebuah Perseroan Terbatas dapat tidak berbentuk badan hukum.
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